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 NAMA SOP Permohonan Informasi Publik 
bagi Penyandang Disabilitas 

DASAR HUKUM KLASIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi 
Publik 

2. Peraturan Pemerintah 
Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi 
Publik 

3. Peraturan Komisi 
Informasi Nomor 1 
Tahun 2021 tentang 
Standar Layanan 
Informasi Publik 

4. Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 
1 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan dan 
Pelayanan Informasi 
Publik di Lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum 
 

1. Memahami Daftar Informasi Publik yang dikecualikan 
dan tidak dikecualikan 



KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Pelayanan Renstra 
2. SOP Penyusunan Renja 
3. SOP Penyusunan DPA 

1. Alat tulis kantor 
2. Komputer 
3. Form surat pernyataan 
4. Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila tidak ada PPID maka 
akan menghambat 
masyarakat dalam 
mendapatkan pelayanan 
informasi publik 

Pemberian informasi publik kepada pemohon informasi 
publik dan pengarsipan dokumen secara manual maupun 
elektronik 

 

 



 


